
WALIKOTA M.ADIUN 

PERATURA.N WALIKOTA MADIUN 

NOM0R 35 TAHUN 2018 

TENTANO 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 43 TAHUN 

2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 0RGANISASI, RINCIAN TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINA$ PERBUBUNGAN 

Meoimbang 

Mengiogat 

WALIKOTA MADIUN, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya bebcrapa perubahan 

tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perbubungan maka 

Peraturan Walikota Madiun Nomor 43 Tabun 2016 

tencang l<edudukan, Susunan Organisasi, Rincian Togas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan 

clipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah; 

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagai.mana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Madiun Nomor 43 Tabun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Togas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pcrhubungan ; 

l. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang 

Pombentukan Peraturan Perundang-undangan; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah scbagaimana telab diubab 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

4. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2016 tcntang 

Perangkat Daerah; 

5. Peraturan Menteri DalaJl'l Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 



Menetapkan 
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7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

lentang Pedoman Pembcntukan Produk Hukum Daerab, 

8. Pcraturan Walikota Macliun Nomor 43 Tahun 2016 

tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Rincian 'l'ugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinai. Perhubungan ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 43 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA DINAS PERHUBUNOAN. 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun 

Nomor 43 Tabun 2016 tcntang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Dinas Perhubungan (Bcrita Daerah Kata Madiun 

Tahiun 2016 No.mar 43/0), diubaJ1 sebaga1 berikul : 

1. Ketentuan hun1f d ayal (1) Pai,al 3 diubah, sehingga 

Pasal 3 secara keselun.1han berbunyl sebagal berikut : 

PasaJ3 

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari: 

a. Unsur Pimpinan : Kepala Dmas; 

b. Unsur Pembantu: Sekretariat; 

c. Unsur Pclaksana. 

l. Bidang Lalu Lintas; dan 

2. Bidang Anglrutan Darat; 

d. UPTD Pengujian Kendaraan Bennotor; dan 

e. Kelompok Jabalan Fungsional. 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

bcrada di bawah dan bertanggungjawab kcpada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekret.ariat d.ipimpm oleh seorang Sekrctaris yang 

bcrada di bawah dan bcrtanggung jawab kepada 

Kepala Dinas. 
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(4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang berada dlbawah dan bcrtanggung jawab 

kcpada Kepala Dinas. 

(5) Masing-masing UPTD dipimpin oleh seorang Kepala 

UPTD yang berada di bawah dan bcrtanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

(6) Kclompok Jabatan F'ungsional d ipimpin olch seorang 

Tenaga r"u.ngsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala 

Dinas. 

(7) Bagan Susunan O.rganisasi Dinas scbagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) Lercantum dalam Lampiran 

Peraturan Walikota ini. 

2. Diantara huruf r dan huruf g ayat (2) Pasal 5 disisipkan 

I (satu) huruf yakni fl. sehingga Pasal 5 secara 

keseluru han berbunyi scbagai bcrikut: 

Pasal S 

(l) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf b mcmpunyai tu.gas melaksanakan 

kebijakan pelayanan adrrun.istrasi kepada semua 

unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan 

admlnislrasi umum, perencanaan, kepegawaian dan 

rumah tangga. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (J), SekretariaL m.empunyai fungs.i; 

a. pen.unusan kebijakan teknis, penyusunan 

pcrcncanaan program kerja dan evaluasi 

pelaksanaan tugas-tugas pada Sckret.arial ; 

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program 

kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang 

secara terpadu dan tugas pelayanan ad:ministratif ; 

c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, 

dan pcrlcngkapan ; 

d . pengelolaan urusan kehumasan dan keprolokolan 

di lingkungan Dinas ; 

c. pengelolaan administra.si dan pembioaan 

kepegawaia:n di lingkungan Din.as; 

f. pelaksanaan administrasi kcuangan dan 

pembayarao gaji pegawai di lingkungan Dinas , 
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fl. perencanaan program, pelaksanaan/pengadaan 

serta pemeliha.raan sarana dan prasarana di 

Ungkungaa dinas ; dan 

g. pelaksanaan tuga.s lain yang bersifat kedinasan 

yang d.ibcrikan oleh Kepala Dinas. 

3. Diantara huruf b dan huruf i ayat (1) Pasal 7 ctisisipkan 

l (satu) hurur yakni h I, sehingga Pasal 7 sec:ara 

keseluruban bcrbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

(II Sub Baglan Umum dan Keuangan sebagaimana 

dimaks1.1d dalam Pasal 6 ayat f I) huruf a mempunyai 

tugas : 

a. mela.ku.kan penyusunan perencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan Lugas-tugas pada Sub 

Bagian Umum dan Keuangan , 

b. mclakukan urusan surat-menyurat clan La.La 
kearsipan; 

c. melakukan urusan rumah tangga. da11 keamanan 
kantor ; 

d . melakukan urusan kehurnasan, protokoler, 

upacara dan rapal dinas ; 

e. mela.ku.kan urusan pengendalian Lata usaha 

pengadaan, pe.nyimpanan, pendistribusia,n , 

pengadrninistrasian dan perawatan barang- barang 

invent:aris sesuai ketentuan peraurran perundang

undangan; 

f. melaksana.kan pena.tausaJ,aan keuangan dan 

pertanggungjawaban keuangan ; 

g. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji 

pegawai; 

h . mengkoordinasikan dan menghimpun bahan

bahan untuk keperluan penyusunan dokumen 

yang memual pendapatan, bela nja dan 

pcmbiayaan yang cliguoakan sebagai dasar 

pela.ksanaan anggaran o leh pengguna anggaran 

serta perubahannya di lingkungan Dinas ; 

h 1. menylapkan bahan pcnyusunan rencana program, 

melaksaoakan, mengadakan serta mem-elihara 

sarana dan prasarana cti lingkungan dinas ; dan 
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i. melakukan tugas lain yang bersifal kedinasan 

yang diberikan olch Sckretaris. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (I) huruf b 
mempunyai tugas : 

a. melakukan penyi1sunan perencaaaan program 

kerja dan evaluasi pelaksaaaan tugas- tugas pada 

Sub Bagiao Perencanaan dan Kepegawaia:n ; 

b . melakukan penyusunan pcrcncanaan program, 

evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ; 

c. mengoordlnasikan dan roenghlm_pun bahan- bah.an 

untuk keperluan penyusunan dokumen 

perencanaan dan penga,nggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanJa program 

clan kegiatan perangkar daerah scrta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD 

serta perubabannya di lingkungan Dinas; 

ct. mcnyusun, mengolah dru, memelihara data 

adrninislrasi kepegawaian serta data kegiatan yang 

berhubu:ngan dengan kepegawaian di lingkungan 

D.inas; dan 

e. melakukan tugas lain yang bersifat kedi.nasan 

yang diberikan oleh Sckretaris. 

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 

secara keseturuhan berbunyi sebagai bcrikut : 

Pasal 8 

( l) Bidang Lalu Linta.s sebagaimana ctin,aksud dala.m 

Pasal 3ayat (l) huruf c angka 1 melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Lalu Lintas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayal (1), Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi : 

a. perumusan penyusunan perencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas dalam 

Bidang LaJu Li:ntas Darat : 

b. penyusunan rencana kebutuhan ruang lalu lintas, 

arah dan kebijakan peranan lalu lintas dalam 

Daerah; 
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c. penyediaan perlengkapan jalan dan fasilitas 

pendukung penyclcnggara.an lalu lint.as dan 
angk1.1lan jalan di jalan Daerah ; 

d . pembcnan petunjuk/ pedoman pengadaan dan 

penempatan perlengkapan jalan dan fasilitas 

pendukung penyelenggaraan lalu ljnras dan 

angkucan jalan ; 

e. pclaksanaan dan pembinaan teknis yang mcliputi 

pengcndalian dan bimbingan ,eknis tenlang 

penyelenggaraan perlengkapan jalan, bangunan 

da11/a1.au fasilitas selain perlcngkapan jalan dan 

fasiliras pendukung penyelenggaraan lalu lintas 

dan anglrutan jalan ; 

f. penyediaan fasilhas pcralihan moda dari pengguna 

keadaraan pribadi ke pengguna kenda.raaa 

umum; 

g. pernantauan Lerhadap arus lalu linlas di kawasan 

tertentu dan persimpangan; 

h. pelaksanaan dan pembinaan teknis yang rnelipuLi 

pengendaliaa dan bimbingan teknis tentang 

analisis dampak lalu lincas dan/aLau manajemcn 

rekayasa lalu lintas dan/atau manajemen dan 

rekayasa Jalu lintas darat; 

1. pelaksanaan dan pembinaan leknjs yang meliput.i 

pengendalian dan bimbingan teknis tentang 

sarana dan prasarana lalu lintas darat; 

J. pelaksanaan dan pembinaan tek:nis tentang 

penyelenggaraan pendidikan dan latihan 

mengemudi; 

k. pclaksanaan dan pembinaan teknis yang meliputi 

bimb1ngan atau pembinaan keselamatan lalu 

Jintas ; 

I. penyusunan rencana program, 

pelaksanaaa/pcngadaan sarana dan prasarana di 

bidang lalu lintas ; 

m. pelaksanaan dao pembinaan teknis yang mclipuli 

pengendalian dan bimbingan tcknis tent.ang 

pengawasan dan pengendalian lalu lint.as daraL ; 

dan 
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n. pclaksanaan Lugas lain yang bersifaL kedinasan 

yang diberik.an olch Kepala Dinas. 

5. KeLenLuan Pasal 10 diubah, sehingga PasaJ 10 secara 

keseluruha.n bcrbunyi scbagai berikuL : 

Pasal 10 

(l) Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayac (1) hurufa mempunyal Lugas: 

a. melakukan penyusw,an pcrcncanaan program 

dan evaluasi pc'laksanaan tugas pada Scksi 

Rekayasa Lalu Llntas; 

b. melakukan pcngumpulan data sebagai bahan 

pcnyusunan tala cara dan prosedur 

penyelenggaraan analisis clarnpak lalu lintas 

dan/atau manajemen rekayasa lalu lintas; 

c. melakukan pengu.mpulan data sebagai bahan 

penyusunan tata cara dan prosedur pemberian 

rekomendasi pcnyclenggaraan perlengk.apan jalan, 

bangunan dan/atau fasilitas selaln perlengkapan 

jalan serta fasilitas pendukung penyelenggaraan 

Iatu lintas dan angkutan jalan ; 

d . melah.-ukan penyiapan bahan penetapan 

pcmccahan pcrmasalahan lalu lintas ; 

e. mengkaji dokumen hasil analisi.s dampak lalu 

linLas dan/aLau dokumen manajemen rekayasa 

lalu lin tas; 

r. menyusun b.asil penila.ian analisis dampak lalu 

lintas dan/atau dokwnen manajemen rek.ayasa 

IaJ u Lin Las; 

g. melakuk.an pengumpulan data sebagai bahan 

pcnyusunan lata cara dan prosedur penggunaan 

jalaa sclain untuk kepenlingan lalu lintas di jalan 

daerah dan pendirian pcndidikan dan latihan 

mengemudi; 

h. melakukan pcnyusunan dan pcnctapan rcncana 

induk jaringan LLAJ ; 

1. melakukan invcntarisasi, evalua.s1 dan penetapan 

Lingkal pclayanan ruas jala.n dan pcrsimpangan ; 
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j. melakukan pelatihan/bimbingan reknis/sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai hak dan kcwajibao 

masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu 

liolas ; 

k. melakukan pemantauan dan pcnilaian cerhadap 

pclaksanaan kebijakan lalu linlas; 

L memberikao arahan dan penmjuk peJaksanaan 

kebijakan lalu lintas , 

m. melakukan penyiapan bahan pertimbangan 

pcnetapan lokasi Terminal Penumpang Tipe C, 

Unit Pelaksana Telcnis Pengujia n Kendaraan 

Bermotor dan .fasiJitas pendukung 

pcnyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ; 

n. melakukan pembenan rekomendasi izin 

pe-nggunaan badan dan bahu jalan selain untuk 

kepentingan lalu line.as ; 

o. melakukan penylapan bahan percimbangan 

penyelenggaraan perlengkapan jalan, bangunan 

dan/atau fasilitas selain perlengkapan jalan dan 

rasililas pcndukuog penyelcnggaraan lalu lintas 
dan angkutanja lan ; 

p. melakukan pemberian 

peoyclcnggaraan perleng,kapan 

rekomendasi 

jalan, bangunan 

dan/atau fasilitas selain perlengkapan jalan dan 

fasilitas pendukung pcnyelenggaraan la lu llntas 

dan angkuraojalan ; 

q. melakukan pengaturan, 

pcngendalian dan pemberian 

penyelenggaraan pendidikan 

mcngemudi; 

pengawasan, 

pertimbangan 

dan latihan 

r. melakukan koordinasi dao kerjasarna dengan 

dJnas/ inslansi/ organisasi lain dalam 

pcnyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu 

lintas ; 

s. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan 

cli nas / instansi/ organ isasi Jai.n dalam 

penyelenggaraan lalu lintas jalan ; dan 

L. melakukan tugas lain yang bcrsifat kedlnasan 

ya ng diberikan oleb Kepala Bidang Latu L,intas. 
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(2) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas sebagaimana 

dimaksud daJam Pasal 9 ayat (1) hun.tf b mempunyal 

rugas: 

a. melakukan penyusunan perencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi 

Sarana Dan Prasarana L.alu l.intas ; 

b. melakukan pengumpulan daLa sebagai bahan 

penyusunan !>--pesilikasi teknis perlcngkapan jalan, 

lat.a cara dan prosedur penyelenggaraan 

perlengkapan jalan, bangunan dan/atau fasilitas 

Iain selain perlengkapan Jalan dan rasilitas 

pendukung penyelenggaraan lalu tint.as dan 

angku tanjalan; 

c. menyiap.kan baban pcnetapan lokasi dan 
melaksanakan penetapan lokasi perlengka.pan 

jalan dan rasilitas pendukung penyelcnggaraan 

lalu tintas dan angkutan jalan ; 

d. melaksanakan pengadaan perlengkapan Jalan dan 

rasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lint.as 

dan angkutan jalan, kecuali trotoar; 

e. melaksanakan inventarisasi perencanaan 

kebutuhan, pcngadaan penctapan lokai;i dan 

pengawasan perlengkapan jalan dan fasilitas 

pendukung penyelenggaraan lalu Iintas dan 

angkutan ja la n , kecuati trotoar; 

f. melaksanakan pemasangan pcrlcngkapan 

jalandan fasilltas pendukung penyelenggaraan lalu 

lint.as dan angl,.-uta.n jalan, kecuall trotoar; 

g. melaksanaan pemeliharaan perlengkapan jalan 

dan fasilicas pendukung penyel.enggaraan lalu 

Lin las dan angkutan jalan, kecuati troloar ; 

h. menganalisis pemasangan/pcmbuatan 

perlengkapan jalan dan fasil.itas pendukung 

penyelenggaraan laJu lintas dan angkutan jalan, 

kecuali troloru· ; 

,. meJakukan pelatihan, sosiatisasi dan/atau 

birnbingan teknis dalam penyeten-ggaraan 

perlengkapan ja1an, bangunan atau fasilit.as lain 

selain perlengkapan jaJan clan fasilitas pendukung 

penyelenggaraan lalu I.iotas dan angkutanjaJan; 
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J• melakukan koordinasi clan kerjasama 

dengan dinas/instansi/organisasi lain dalam 

penyelenggaraan sarana dan prasarana lalu lintas 

jalan; dan 

k. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang dlberikan oleh Kcpala Bidang Lalu l.intas. 

(3) Seks1 Pcngawasan dan Pengendalian LaJu l.intas 

sebagaimana climaksud daJam Pasat 9 ayat (I) 

huruf c mcmpunyai tugas · 

a. melakukan penyusunan perencanaan program 

dan evaJuasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi 

Pengawasan dan Pengendalian Latu l.intas; 

b. melakukan pemeriksaan kendaraan angkutan 

orang dan/atau angkutan barang; 
c. melakukan pelatiban/bimbingan teknis/ 

sosialisasi pembinaan kcsclamatan lalu Lintas; 

d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian 

terhadap arus laJu Linr.as di ruas jalan clan 

persimpangan ; 

e. merencanakan pengamanan, pengawalan, 

pengaturan lalu Uni.as, palroli, pemeriksaan dan 

penyidikan ; 

f. melaku.kan pembinaan, pcnindakan, pcnyclidi.kan 

dan/ alau penyidikan pelanggaran : 

l. Undang-Undang di bidang laJu lintas clan 

angkutan jalan ; dan 

2. Peraturan Dacrah di bidang Latu Lintas dan 

angkutan jaJan; 

g. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan 

dinas/insr.ansi/ orga111sasi Lain dala.m 

penyelenggaraan pcngawasan dan pcngcndalian lalu 

lintas; 

h . melakukan pengurnpulan data sebagai bahan 

penyusunan bimbingan keselamatan lalu Lintas ; 

1. melakukao pengamanan dan p.:ngaturan llillu 

Lintas scrta pengawalan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan ; dan 

j . rne laku.kan lugas lain yang bersifat kedinasan 

yang dlberikan oleh Kepala Bidang Lalu 1.intas 

Darat. 
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6 . Kelenluan Pasal 11 diubah, sehlngga Pasal 11 sccara 
kcseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 11 

(1) Bidang Angkutan Darat sebagaimana d.imaksud 
dalam PasaJ 3 ayat (J J huruf c angka 2 mempunyai 
tugas mclaksanakan sebagian tugas Dinas yang 
meliputi angkutan orang dan angkutan bara.ng serta 
terminal penumpang dan perparkiran. 

(2) Untuk melaksanal<an lugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bidang Angkutan Darat mcmpunyai 

fu.ngsi: 

a. perumusan penyusunan perencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan tugas-lugas dalam 

Bidang Angkulan Oarat ; 
b. penyusunan pr-4kiraan perpindahan orang 

dan/atau barang mcnurut asal tuJuan perjalanan 

dalam daerah kebutuhan sirnpul angkutan orang 

dan/ atau bara□g ; 

c. penyusunan rencana kebuluhan angk'l..l.tan orang 

dan/ atau bara.ng dala.m daerah ; 

d. pelaksanaan pcrencanaan, penentuan lokasi, 
pemberian izin penyelenggaraan dan 

pembangunan fasilitas parkir unruk umum di tepi 

jalan umum clan tempal khusus parkir ; 

c. pcnyusunan rencana umum jaringan jalan kota 

dan sistem menajemen keselama,Lan. pengawasan 
dan evaluasi opcrasionaJ angkutan orang 

dan/ a tau barang ; 

f. pelaksanaan survey atau pcndataan 

pcnyelenggaraan angkutan orang dan/atau 
barang, pcnentuan lokasi simpul angkutan orang 

dan/atm.1 ba.rang, gudang dan/atau garasi 

angkutan barang; 

g. pelaksanaan pelatihan/bimbingan 

leknis/ sosialisasl ten tang penyelenggaraan 

angkutan orang dan/atau barang, terminal 

penumpang, parkir di tepi jalan u.mum dan tempat 

khusus parkir ; 

h. penyediaao angkutan orang dan/atau barang 

dalam Daerah ; 
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1. pcmberian rekomendasi izrn penyelenggaraan 

angkutan orang dalam trayek dan/atau tidak dalam 

trayek; 

J. pemberian surat keputusan pelaksanaan dan 

kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan 

orang dalam Lrayek dan / a tau tida.k dalam Lrayek ; 

k. pclaksanaan pemrosesan pcrtimbangan teknis 

perizinan usaha angkut.an orang dalam trayek dan 

tidak dalam trayek serta barang, termasuk baraog 

tertcntu yang bersifat khusus ; 

l pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan 

simpul angk:utan barang, gudang dan / al.au garasi 

angku tan barang ; 

m. penelapan dan/atau persetujuan larif. 

pcng1;1.wasan t.arif dan evaluasi tarif aogkutan 

orang dalam trayek .kelas ekonomi dalam Daerah 

dan/atau tida.k dalam trayek yang wilayah 

operasinya dalam Daerah ; 

n. pengembangan teknologi dan i1lduslri la!u lintas 

dao ang:kutan jalan kota ; 

o. pengawasan dan evaluasi terhadap perlintasan 

sebidang yang bcrada di kota: 

p. pcnyusunan rencana program, 

pelaksanaan/ pengadan clan pcmeliharaan sarans 

dan prasarana di bidang angkulan daral; 

q. pelaksanaan penyelenggaraan t.erminal 

penurnpang tipc C, parkir tepi jalan umum dan 

lempaL !khusus parkir ; 

r. pelaksanaan pemberian rekomendasi i7Jn dan 

penerbilan izin penggunaan fasilitas terminal ; 

s pelaksanaan. pemberian rekomencl.asi izin 

penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas 

parkir untu.k umum di tepi jalan umum dan 

tempal !khusus parkir ; 

t. pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan dan 

pcmbangunan fasilitas parkir di lepi jalan umum 

dan tempal khusus parkir : 

u. pelaksanaan pengaturan, pcngelolaan, 

pengawasan dan pengendalian penyelengaraan 

parkir di tepi jalan umum dan Lempat k.husus 

parkir; 
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v. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan 

dinas/instansi/organisasi lain dalam 

penyelenggaraan angkutan jalan scrta lerminal 

pcnumpang dan perparkiran ; 

w. pelaksanaan sub urusan perkcrctaapiari yang 

scsuai dengan kelentuan peraturan perundang

undangan ; dan 

x. pclaksanaan Lugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberlkan o leh KcpaJa Dinas. 

7. Ketenruan Pasal 12 ditambahkan I (satu) huruf yakni 
huruf c, sehingga Pasal 12 sccara kcseluruhan berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 12 

( 1) Bidang Angkutan Daral lerdlri darl : 

a. Seksi Angkutan Orang; 
b. Seksi Angkutan Barang , dan 

c. Seksi Terminal Penumpang dan Perparkiran. 
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pad a ayal ( 1) masing

masing dipimpia oleh seorang KepaJa Seksi yang 
berada di bawa.h dan bertanggu.ngjawab kepada 
KepaJa Bidang Angkutan Darin. 

8 . Ketencuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 secara 

kcseluruhan berbunyi scbagai berikut : 

Pasal 13 

(1) Seksi AngkuLa.O Orang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (I) huruf a mempunyai tugas : 

a. mclakukan penyusunan perencanaan program 
da.n evaluasi pelaksanaan Lugas pada Seksi 

Angkut.an Orang ; 
b. melakukan penyusunan pra kiraan perpindahan 

orang menurul asal lujuan perjalanan dalam 
Daerah, penyusunan rencana lokasi dan 

kcbutuhan simpul angkutan orang; 
c. mclalcukan penyusunan dan peoetapan rencana 

umum jaringan trayek dan/atau wi1ayab operasi 
angkutan orang dan kebutuhan kendaraan 

dalam wilayab daerclh ; 
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d. menyiapkan bahan pelaksanaan survey atau 

pendataan penyelenggaraan angkutan orang 

dalam trayek dan/ atau tidak dalam trayek; 

e. melakukan pengumpulan data sebagai bahan 

penyusw1an tata cara dan prosedur izio 

penyelenggaraan angkuta n orang dala m trayek 

dan/atau ticlak da.lam u-ayek ; 

f. mclakukan pemrosesan penct.apan jaringan 

trayek dan/atau w.ilayah operasi dan kebutuhan 

kendaraan untuk angkutan orang yang lrayek 

dan/atau wilayah operasinya dalam Daerab ; 

g. melakukan pc-nataan periyelenggaraan angkutan 

orang dengan kendaraan tidak bermotor; 

h. melakukan penetapan standar pengangkutan 

orang dengan kcndaraa.n bermotor dan/atau 

tidak bermotor; 

t. melakukan pemberian rekomendasi izin usaha 

angkulan orang, usulan dan pengkajian 

terhadap pcmberian izin pengangkutan orang; 

j. melakuka.n pemberian surat keputusan 

pelaksanaan dan kartu pcngawa.san izin 

penyclcnggaraan angkutan orang dalam trayek 

dan/atau tidak dalam trayck ; 

k. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin 

pcnyelenggaraan angkutan orang da.lam trayek 

dan/ atau tidak dalam traye k ; 

I. menyiapkan bahan pemberian surat kepurusan 

pelaksanaan dan kartu pengawasan izm 

penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek 

dan/alau tidak dalam trayek ; 
m. menyiapkan baban peneLapan truif, pengawasan 

rarif dan evaluasi tarif angkutan orang kelas 

ekonomi yang se.luruh trayeknya berada dalam 

Dacra.b ; 
n. melaksanakan pemrosesan pertimbangan Leknis 

perizinan usaha angkutan orang dalarn trayek dan 

tidak dalam traye.k; 

o. menyiapkan bahan persetujuan tarif, 

pengawasan tarif dan evaluasi tarif angkutan 

orang tidak dalam trayek yang wilayah 

operasinya dalam Daerah ; 
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p. menytisun sistem ma.najemen keselamaLan, 

pengawasan dam evaluasi penyelenggaraan 

angkutan orang dalam trayek dan/atau tidal< 

dalam trayck; 

q . melakukan koordinasi dan kerjasama 

din as/ instansi / organisasi lain 
pcnyelenggaraan angkulan orang ; 

r. menyiapkan ba.han pcnyusunan 

program. melaksanal<an /mengadal<an 

memellhara sarana clan prasarana 

Angkutan Orang ; 

dengan 

dalam 

reacana 

serta 

Seksi 

s. mela.k:ukan pengadministrasi, pemungutan dan 

penyeLoran Relribusi Scksi Angkutao Orang ; 

L melakukan pengawasan penyclenggaraan 

angkutan orang dengan kendaraan bermolOr 

dan/atau kendaraan tidak berrnotor; 

u. melaksanakan sub urusan perkeretaapian sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

v. melakukan rugas lain yang bersifat kedinasan 

yang cliberikan olch Kepala Bidang Angkutan 

Darat. 

(2) Seksi Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (11 hurufb mempunya_i tugas: 

a. melakukan penyusunan perencanaan program dan 

evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Barang ; 

b. melakukan penyusunan prakiraan perpindahan 

barang menurut asal tujuan perjalan dalam wilayah 

daerah; 

c. mela.kukan 

kebu.tuha:n 

penyusunan rencana lokasi dan 

simpul angkut.an barang, gudang 
dan/atau garasi angku.tan barang; 

d . melakukan penyusun.an rencana 

penetapan jaringan !iotas Aagkut.an 

wilayah DaeraJ, ; 

umum dan 

Barang dalam 

e. melakukan peagumpulan data scbagai bahan 
penyusu.nan Lala cara dan prosedu.r perizinan 

Angkutan Barang; 
r. menyiapkan bahan pelaksanaan survey alau 

pcndataan penyelenggaraan angkutan barang dan 

penenLuan lokasi simpu1 angkutao barang, gudang 

dan/atau garasi angkutan barang; 
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g. meayiapkan babaa pembcrian re-komendas1 lzin 

Angkutan Barang; 

h. menyiapkan bahan pcnycdiaan dan penyusunan 

jaringan lintas Angkulan Barang ; 

L. menyiapkan bahan pcrtimbangan penyelcnggaraan 

simpuJ angkutan barang, g,1dang dan/alau garasi 

angkutan barang ; 

J· melakukan pelatihan/bimbingan tekn.is/sosialisasi 

teotang peayelenggaraan angkulan bara.ng; 

k. melaksanakan pemrosesan pcrtimbangan tekrus 

perizinan usaha angkutan barang, Lcrmasuk barang 

tertentu yang bersifat kbusus; 

1. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin 

pengangkuLan barang umum dan/atau barang 
tertentu yang bersifaL kbusus; 

m . melakukan peny1apan bahan dalam raogka penetapan 

standar peogangkutan barang dengan kendaraan 

bermoLOr; 

n. mela.lrukan koordinasi dan kcrja sama deogan 

dinas/ instansi/ orga.nisasi lain dalam 

penyeknggarae1n Angkuta.n Ba.rang ; dan 

o. melakukan u.igas lain yang bersifal kedinasan yang 

diberikan o leh Kcpala Bidang Angkutan DaraL 

(3) Seksi Termina.1 Penumpang clan Perparkiran 

::icbagaimana dimaks·ud dalam Pasal 12 ayai (1) huruf c 

rnempunyai tugas : 

a. melaksanakan penyusunan perencanaan program 

dan evaluasi pelaksa.o.aan Lugas-tugas pada Seksl 

Termina.1 Penumpang dan Perparkiran ; 

b. melaksanakan pengclolaan, pemeliharaan !isik, 

kebcrsiban, kcamanan dan kclertiban TennJnal 

Penumpang Tipe C ; 

•c. me-laksanaka.n pengaturan kendaraan yang masuk 

dalam Terminal Penumpang Tipe C ; 

d. melaksanakan ketertiban Lalu Linlas dalam dan 

sek.itar Terminal Penumpang Tipe C dan paogkalan 

di wliayahnya ; 

e. melaJ<sanakan peoyusunan pengendalian dan 

pengawasan jadwal keberangkatan (Time Table) 

mobil bus umum ata.u mobil penumpang umu.m di 

Terminal Penumpang Tipe C ; 
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f. melaksanakan peninjauan lokasi unLuk penetapan 

pembangunan/pemeliharaan halte dan Terminal 

PenumpangTipe C; 

g. melakukan pelalihan/bimbingan teknis/sosialisasi 

tcntang peny-elenggaraan terminal penumpang 

tipe C ; 

h. mcmberi.kan rekomendasi izin dan penerbitan izin 

penggunaan fasilit.as terminal pcnumpa.ng Lipe C ; 

1. mcnyiapkan perencanaan, penenluan lokasi, 

pemberian izin penyclcnggaraan dan pembangunan 

[asilitas parkir untuk urnum di tepi jalan umum dan 

tempat khusus parkir ; 

j. rnemberikan rekomendasi izin penyclenggaraan dan 

pembangunan fasilitas parkir untuk umum di tepi 

jalan umum dan tempat khusus parkir ; 

ik. melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan dan 

pembangunan fasilitas parkir di tepi jalan um.urn 

dan tempat khusus parlor ; 

[. rnelakukan pengaturan, pengawasan dan 

pengendalian kendaraan yang mcnggunakan lahan 

parkir; 

m. melak:uk::in pelalihan/blmbingan leknis/ sosialisasi 

tentang penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum 

dan tempal khusus parkir ; 

n. melaksanaJ<an pengaluran, pengelolaan, 

pengawasan dan pengendalian penyclengaraan 

parkir di tepi jaJan umum dan tempat k.husus 

parkir; 

o. melakukan pengadminisLrasian, pemungutan dan 

penyetoran Relribusi di Seksi TerminaJ Penumpang 

dan Perparkiran ; 

p. melakukan koordinasi dan 

dinas/instansi/organisasi 

penyelenggaraan terminal 

pcrparkiran ; dan 

kerja sama 

lain 

penumpang 

deogan 

cl.a lam 

dan 

q. melaksana.kan rugas lain yang bersifo1L kedinasan 

yang diberikan olch Kepala Dinas. 
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9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 sccara 

keseluru.han berbunyi se baga1 berikul : 

Pasal 15 

UPTD Pengujian 

dimaksud dalam 
Kendaraan Bermotor scbagairnana 

Pasal 3 ayat (I) hurur d angka l 
mempunyai tugas: 

a . melaksanakan pcnyusunan perencanaan program dan 

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada UP1'D 

Pengujian Kendaraan Bermoto r; 

b. menyiapkan baban pelaksanaan kalibras1 peralatan uji 

bcrkala dan pelaksanaan Akredit.asi UPTI) Pengujian 

Kendaraan Bermotor ; 

c . melaksanakan pcngelolaan, pengcndalian, 

pemeliharaan fisik, kebersiban, keamanan dan 

ketertiba.n Pengujiao Kendaraan Bermotor; 

d . melaksanakan uji berkaJa kendaraa11 wajib uji 

berkala ; 

e. melaksanakan penerbitan s\Jrat kcterangan at.au 

rekomendasi kendaraan wajib uji berkala baru, 

numpang uji keluar, mutasi masuk aLat.1 keluar, rubah 

bentuk dan rubah sifat kendaraan wajib uji berkala 

serta penghapusan kend.araan bermotor; 

f. melaksanakao pcngawasan da.n pengendalian 

pengujian kendaraan bermowr; 

g. melaksanakan penet.apan hasil 'LIJi berkala ; 

h . n1elaksanakao pengadminisLrasian, pemungutan dan 

penyetoran Retribusi Pengujian Kenda.man Bcrmotor ; 

i. mel.akukan pelalihan/bimbingan Lekois/sosialisasi 

Len1.ang pengujian kendaraall bermotor ; 

j. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan 

dinas/inst.ansi/organisasi lain dalam penyelenggara.an 

pengujian kendaraan bcrmo1or ; 

k . melaksanakan cugas-lugas ketat.ausahaan; dan 

I. mclaksanakan tugas lain yang bersffat kedlnasan yang 

diberikan oleh Kepala Dinas. 

IO. Ketentuan Pasal 16 dihapus. 
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